SALINAN

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN TETANGGA DAN
KETUA RUKUN WARGA DI KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa pemberian insentif dapat mendorong Ketua Rukun
Tetangga dan Ketua Rukun Warga untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
yang dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun;

b. bahwa pemberian insentif bagi Ketua Rukun Tetangga
dan Ketua Rukun Warga sebagaimana telah diatur
dengan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang
Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua
Rukun Warga di Kabupaten Pacitan perlu dilakukan
perubahan; ”

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pemberian
Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun
Warga di Kabupaten Pacitan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana
telah  diubah dengan Undang-Undang Nomotr 2 Tahun
1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6914);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018
tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga
Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 569); '

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman
Tata Cara Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
dan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Pacitan (Berita
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2020 Nomor 7);
Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara Penganggaran
Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan, Tata Cara
Penganggaran  Pelaksanaan dan  Penatausahaan
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan
Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten Pacitan
(Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 1);
Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang
Pemberian Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan
Rukun Warga di Kabupaten Pacitan (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 115);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 115 TAHUN
2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI KETUA RUKUN
TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA DI KABUPATEN
PACITAN.

Pasal I
Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2023 tentang Pemberian
Insentif Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Kabupaten
Pacitan (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Nomor 115), diubah
sebagai berikut:
1. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6

Pemberian Insentif bagi Ketua RT dan Ketua RW di desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dapat diberikan 1 (satu) kali atau lebih dalam 1 (satu) tahun.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 -9 -2024

BUPATI PACITAN
ttd

_ INDRATA NUR BAYUAJI
Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 9-9- 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN,

ttd
HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024 NOMOR 51




